WALIKOTA LHOKSEUMAWE

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
LEMBAGA KEISTIMEWAAN KOTA LHOKSEUMAWE

Menimbang

Mengingat

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

. a.

j

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi
Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota pada Pemerintah
Aceh, dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota
Lhokseumawe;

bahwa dalam rangka pelaksanaan Memorandum of
Understanding (MoU) Helnsinki 15 Agustus 2005,
Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh
Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk
menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh,
berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak
bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan
Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang
Demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota
Lhokseumawe tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);
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10.

. §

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4109);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota pada Pemerintah
Aceh;

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun
2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Agidah,
Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15);

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun
2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Tahun 2004 Nomor 8 Seri D Nomor 5);

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun
2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis
Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Tahun 2006 Nomor 03);

/
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12. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal
(Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10); dan

13. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam Nomor 24).

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
dan
WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG SUSUNAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT LEMBAGA
KEISTIMEWAAN KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

N
2.

wyb il o

10.

Daerah adalah Kota Lhokseumawe.

Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat
hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan
Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-
masing.

Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota
dan Perangkat Daerah Kota.

Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.

Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.

Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih
melalui pemilihan umum.

Qanun Kota adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan
Daerah Kota yang mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kehidupan
masyarakat Kota Lhokseumawe.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat
Daerah Kota Lhokseumawe. /
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris
Daerah Kota Lhokseumawe.

Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe adalah unsur pembantu Walikota
dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Lhokseumawe.

Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe adalah Majelis Permusyawaratan
Ulama Kota Lhokseumawe, Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe, Majelis
Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe dan Baitul Mal Kota Lhokseumawe
yang selanjutnya disebut MPU, MAA, MPD dan Baitul Mal.

Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe adalah Sekretariat
Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe, Sekretariat Majelis
Adat Aceh Kota Lhokseumawe, Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota
Lhokseumawe dan = Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang
selanjutnya disebut Sekretariat MPU, Sekretariat MAA, Sekretariat MPD dan
Sekretariat Baitul Mal.

Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe adalah Kepala
Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe, Kepala
Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe, Kepala Sekretariat
Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe dan Kepala Sekretariat Baitul
Mal Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kepala Sekretariat MPU,
Kepala Sekretariat MAA, Kepala Sekretariat MPD dan Kepala Sekretariat
Baitul Mal.

Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota
Lhokseumawe.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada
Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe yang terdiri dari:

OO~

Sekretariat MPU;

Sekretariat MAA;
Sekretariat MPD;
Sekretariat Baitul Mal.
BAB III
SEKRETARIAT MPU

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Sekretariat MPU, terdiri dari:

a. Kepala Sekretariat;

b. Sub Bagian Umum,;

c. Sub Bagian Keuangan dan Program;

d. Sub Bagian Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Sekretariat MPU sebagaimana dimaksud dalam Lampiran

I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

e
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Pasal 4

(1) Sekretariat MPU dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat MPU.

(2) Kepala Sekretariat MPU secara fungsional bertanggung jawab kepada
Pimpinan MPU dan secara administratif kepada Walikota melalui SEKDA.

(3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf b dan huruf ¢ dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat MPU sesuai
dengan bidang tugasnya masing-masing.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal S5

Sekretariat MPU mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada
lembaga MPU.

Pasal 6

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat MPU
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program Sekretariat MPU;

b. fasilitasi penyiapan program MPU;

c. fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis MPU;

d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah
tangga dan ketatausahaan di lingkungan MPU;

e. penyiapan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat
yang diselenggarakan oleh MPU;

f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya
dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat MPU; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan
MPU dan/atau Walikota melalui SEKDA.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

Sekretariat MPU mempunyai kewenangan:

a. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh
penyelenggaraan tugas Sekretariat MPU;

b. menyusun rencana, menelaah dan mengkoordinasikan penyiapan
perumusan kebijakan MPU;

c. melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hubungan
masyarakat, keprotokolan, hukum dan perundang-undangan, perbekalan
dan perlengkapan MPU; dan

d. memelihara dan membina ketentraman serta ketertiban dalam lingkup
Sekretariat MPU.
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(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

BAB IV
SEKRETARIAT MAA

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 8

Susunan Organisasi Sekretariat MAA, terdiri dari:

a. Kepala Sekretariat;

b. Sub Bagian Umum;

c. Sub Bagian Keuangan dan Program;

d. Sub Bagian Pendataan dan Dokumentasi; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Sekretariat MAA sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 9

Sekretariat MAA dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat MAA.

Kepala Sekretariat MAA secara fungsional bertanggung jawab kepada
Pimpinan MAA dan secara administratif kepada Walikota melalui SEKDA.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
huruf b dan huruf ¢ dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat MPU sesuai
dengan bidang tugasnya masing-masing.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 10

Sekretariat MAA mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada
lembaga MAA.

Pasal 11

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat MAA
menyelenggarakan fungsi:

a.

b
c.
d

penyusunan program Sekretariat MAA;
fasilitasi penyiapan program MAA;
fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis MAA;

pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah
tangga dan ketatausahaan di lingkungan MAA;

penyiapan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat
yang diselenggarakan oleh MAA;

pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya
dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat MAA; dan
pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan
MAA dan/atau Walikota melalui SEKDA.



Pasal 12

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
Sekretariat MAA mempunyai kewenangan:

a.

b.

(1)

2)

(1)
(2)

3)

melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh
penyelenggaraan tugas Sekretariat MAA;

menyusun rencana, menelaah dan mengkoordinasikan penyiapan
perumusan kebijakan MAA;

melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hubungan
masyarakat, keprotokolan, hukum dan perundang-undangan, perbekalan
dan perlengkapan MAA; dan

memelihara dan membina ketentraman serta ketertiban dalam lingkup
Sekretariat MAA.

BAB V
SEKRETARIAT MPD

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 13

Susunan Organisasi Sekretariat MPD, terdiri dari:

a. Kepala Sekretariat;

b. Sub Bagian Umum;

c. Sub Bagian Keuangan dan Program;

d. Sub Bagian Perpustakaan, Dokumentasi dan Publikasi; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Sekretariat MPD sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 14

Sekretariat MPD dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat MPD.

Kepala Sekretariat MPD secara fungsional bertanggung jawab kepada
Pimpinan MPD dan secara administratif kepada Walikota melalui SEKDA.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
huruf b dan huruf ¢ dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat MPD sesuai
dengan bidang tugasnya masing-masing.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 15

Sekretariat MPD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada
lembaga MPD.
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Pasal 16

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)
dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sekretariat MPD
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program Sekretariat MPD;

b. fasilitasi penyiapan program MPD;
c. fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis MPD;
d

pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah
tangga dan ketatausahaan di lingkungan MPD;

e. penyiapan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat
yang diselenggarakan oleh MPD;

f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya
dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat MPD; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan
MPD dan/atau Walikota melalui SEKDA.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,

Sekretariat MPD mempunyai kewenangan:

a. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh
penyelenggaraan tugas Sekretariat MPD;

b. menyusun rencana, menelaah dan mengkoordinasikan penyiapan
perumusan kebijakan MPD;

c. melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hubungan
masyarakat, keprotokolan, hukum dan perundang-undangan, perbekalan
dan perlengkapan MPD; dan

d. memelihara dan membina ketentraman serta ketertiban dalam lingkup
Sekretariat MPD.

BAB VI
SEKRETARIAT BAITUL MAL

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 18

(1) Susunan organisasi Sekretariat Baitul Mal, terdiri dari:

Kepala Sekretariat;

Sub Bagian Umum;

Sub Bagian Keuangan dan Program;

Sub Bagian Pengembangan Informasi dan Teknologi; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Sekretariat Baitul Mal sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

°poop

Pasal 19

(1) Sekretariat Baitul Mal dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat Baitul Mal.

/
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(2) Kepala Sekretariat Baitul Mal secara fungsional bertanggung jawab kepada
Kepala Baitul Mal dan secara administratif kepada Walikota melalui SEKDA.

(3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
huruf b dan huruf ¢ dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Baitul Mal sesuai
dengan bidang tugasnya masing-masing.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 20

Sekretariat Baitul Mal mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif
kepada lembaga Baitul Mal.

Pasal 21

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)
dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sekretariat
Baitul Mal menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program Sekretariat Baitul Mal;

b. fasilitasi penyiapan program Baitul Mal;

c. fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis Baitul Mal;

d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah
tangga dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Baitul Mal,;

e. penyiapan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat
yang diselenggarakan oleh Baitul Mal;

f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya
dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Baitul Mal;
dan

g pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala
Baitul Mal dan/atau Walikota melalui SEKDA.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,

Sekretariat Baitul Mal mempunyai kewenangan:

a. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh
penyelenggaraan tugas Sekretariat Baitul Mal;

b. menyusun rencana, menelaah dan mengkoordinasikan penyiapan
perumusan kebijakan Baitul Mal;

c. melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hubungan
masyarakat, keprotokolan, hukum dan perundang-undangan, perbekalan
dan perlengkapan Baitul Mal; dan

d. memelihara dan membina ketentraman serta ketertiban dalam lingkup
Sekretariat Baitul Mal.
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BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23,
terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung
jawab kepada masing-masing Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan
Kota Lhokseumawe.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 25

Kepala Sekretariat dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Lembaga
Keistimewaan Kota Lhokseumawe diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas
usulan SEKDA.

Pasal 26

Unsur-unsur lain dilingkungan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota
Lhokseumawe diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekretariat Lembaga
Keistimewaan Kota Lhokseumawe atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 27

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat
Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe ditetapkan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.

BAB IX
ESELONERING

Pasal 28

Eselonering Jabatan pada Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota
Lhokseumawe adalah:

a. Kepala Sekretariat adalah Eselon Ill.a; dan

b. Kepala Sub Bagian adalah Eselon IV.a.
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BAB X
TATA KERJA

Pasal 29

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat dan Kepala Sub Bagian di
lingkungan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe wajib
menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi, sinkronisasi.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Lembaga
Keistimewaan Kota Lhokseumawe wajib melaksanakan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah.

Pasal 30

Dalam hal Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan Lhokseumawe tidak dapat
menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Sekretariat Lembaga
Keistimewaan Kota Lhokseumawe dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub
Bagian untuk mewakilinya.

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di
lingkungan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe dapat
mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di
bawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Sekretariat
Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe serta sumber-sumber lain yang sah
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

(1) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing pemangku jabatan
struktural pada Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe
diatur dengan Peraturan Walikota.

(2) Uraian jabatan struktural dan non struktural umum pada Sekretariat
Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe diatur dengan Peraturan
Walikota.




X a8
ALHIN ATAT

LA F:EF

ib nsigsd duz slsqoXd nsb Isitsiondsd sleqed svnesyu aexdensedslsm mslsq (1)
dijsw swemusedond siod asswamiteind sgsdmald Jairstondse nsynuigail
Jeseinopinie Jgestgstnl izsnibrood qizniig neslgstsaan:

sgsdmal Isitslowdsg negougnd b ieseicsgie nsuise pediqmiq gsite? (L)
nsilsbrognod madzicd asisnsedslom dijsw swerusexodd stod nsswomiltzioA
Apsiriomed il

0 isas9

18qsb Asbit swemueeiorll neswamiteisd szpedmald 1sitsiais? sleqed lsd msisd
sgsdmald istislordef sleqoll silem msgusisdrad snosd syresgut asdoslsirom
du2 slegod nosiose dslse Au{aunem isgsb swsmirszldodd sloAd nsewsmiiaisd

svaidilswam drtory nsiesd

IE IgasY

ib 1ndsisq goiesm-griesm snuyg liesd nsb snuy svsb nsgnsdmilioqg 1sesh 2s81A
isgeb swesmusadodd sloAd asswomiteisdl sgsdmisd sits191:d92  nszousgnil
ib ts2gairers isdsisq sbeqed winsiiey nsgnsnowad-nsgnsnowsd nedizsysisboaon

asgnasbro-gnsbaimag neutsisq negaah isuezse svadswad

IX gA8
HAAYAIEMAY

L€ Iseny

isisioninf sheq nelsigsd nsslsnsedslom Hutnu nsAisltegib gnsv svseid slegs?
ne1sgent.  sbsq asAnsdedib  swsmusadodd  s3od  nsswemizeisd  sgedrsd

sz gney nisl vodmuz-1odmuez stoe swemusaxodd 8104 sinsled usbh nsisgebasd

Laegnsbau-gasbnure asurtstoY nsgneb ispese

X gAd
WIAL-WIAS MAUTHRTEN

8E isand

opisds] wAgnsmoqg goiesm-gniesm  fexnud  nsb  dodod esguT  asiomid (1)
swsmpsedodl slod neswsmireiod spedmald isiisioo? shsg lstudluite
s10AHeW osvuis99 nsgnsb 1sib

ististonlof? shsqg mumu Iswhlute non nsb Iswbivte asisds] nsistU (§)
npurtered  opsyosb  twisib  swemusedHodd siod  nsswsmilziod  sasdorad
siodilsW




12

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Selama belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-
kegiatan Pemerintah Kota pada Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota
Lhokseumawe dilaksanakan dengan kebijakan Walikota sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

(1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang mengatur
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga
Keistimewaan Kota Lhokseumawe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksananya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota sejauh
tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Pasal 36
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Disahkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 Februari 2012

% @(/ WALIKOTA LHOKSEUMAWE&
)

MUNIR US.

'd
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PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 03 TAHUN 2011

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
LEMBAGA KEISTIMEWAAN KOTA LHOKSEUMAWE

UMUM

bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota pada Pemerintah Aceh,
dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe;

bahwa dalam rangka pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU)
Helnsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh
Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh
secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak
bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat
diwujudkan melalui suatu proses yang Demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
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Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

8

Cukup jelas.

9

Cukup jelas.

10

Cukup jelas.

11

Cukup jelas.

12

Cukup jelas.

13

Cukup jelas.

14

Cukup jelas.

15

Cukup jelas.

16

Cukup jelas.

17

Cukup jelas.

18

Cukup jelas.

19

Cukup jelas.

20

Cukup jelas.

21

Cukup jelas.

&k

Cukup jelas.

23

Cukup jelas.

24

Cukup jelas.

25

Cukup jelas.
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Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

26

Cukup jelas.

27

Cukup jelas.

28

Cukup jelas.

29

Cukup jelas.

30

Cukup jelas.

31

Cukup jelas.

32

Cukup jelas.

33

Cukup jelas.

34

Cukup jelas.

35

Cukup jelas.

36

Cukup jelas.

37

Cukup jelas.

38
Cukup jelas

39

Cukup jelas.

40

Cukup jelas.
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LAMPIRAN I: QANUN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR  : |03 TAHUN 2012
TANGGAL : 1FEBRUARI2012
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT MPU
KOTA LHOKSEUMAWE
KEPALA SEKRETARIAT
[
KELOMPOK JABATAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM KEUANGAN DAN HUKUM, PERSIDANGAN DAN
PROGRAM HUBUNGAN MASYARAKAT
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LAMPIRAN II: QANUN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR  : (03 TAHUN 2012
TANGGAL : 1FEBRUARI 2012
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT MAA
KOTA LHOKSEUMAWE
KEPALA SEKRETARIAT
|
KELOMPOK JABATAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN . SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN PENDATAAN DAN
Vi PROGRAM DOKUMENTASI
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LAMPIRAN III : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR  : (03 TAHUN 2012
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2012
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT MPD
KOTA LHOKSEUMAWE
KEPALA SEKRETARIAT
[
KELOMPOK JABATAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERPUSTAKAAN
KEUANGAN DAN .
UMUM DOKUMENTASI DAN
FROGIAN PUBLIKASI
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LAMPIRAN IV : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR  : |03 TAHUN 2012
TANGGAL : 1FEBRUARI2012
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT BAITUL MAL
KOTA LHOKSEUMAWE
KEPALA SEKRETARIAT
[
KELOMPOK JABATAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN INFORMASI
PROGRAM DAN TEKNOLOGI
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